BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara koneksitas antara personel militer dan sipil yang
turut serta melakuan tindak pidana jual-beli senjata api rakitan dalam
putusan Putusan Pengadilan Militer No. 70-K/PM 1II-18/AD/X/2021
dan Putusan PN No. 99/PID.SUS/2021/PN SML yang berawal dari
seorang personil TNI menjual senjata api rakitan secara ilegal kepada
seorang warga sipil dan berujung pada tindak pidana pengancaman
yang dilaksanakan warga sipil yang membeli senjata api rakitan itu
terhadap warga sipil lainnya dengan menggunakan senjata api rakitan.
Dalam proses peradilannya, terdakwa sipil diadili di Peradilan Umum
dengan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara, sedangkan terdakwa militer
yang diadili karena menjual senjata api rakitan dihukum selama 1
tahun 9 bulan penjara di Peradilan Militer tanpa ada sanksi pemecatan.
Sesuai yang diatur dalam KUHAP, UU Peradilan Militer maupun
Kekuasaan Kehakiman yang berhubungan dengan perkara koneksitas
tentang titik berat kerugian yang muncul dalam suatu perkara pidana
yang terjadi dan disebabkan oleh perbuatan atara sipil dengan militer
akan menentukan peradilan mana yang berwenang untuk
mengadilinya, maka seharusnya perkara koneksitas diadili dalam
wilayah  peradilan umum  karena cenderung  merugikan

kepentingan/membahayakan masyarakat sipil ataupun lingkungan
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sipil, namun pada faktanya kasus itu diadili secara terpisah (Split)
yakni anggota militer diadili dalam peradilan militer dan sipil diadili
di peradilan umum. Dalam perkara ini, antara militer dengan sipil
diadili secara terpisah, seolah-olah tindak pidana yang terjadi tidak
mempunyai kaitan sama sekali.

Pandangan politik hukum dalam perkara koneksitas yang melibatkan
militer dan sipil yang secara bersama-sama melaksanakan tindak
pidana di lingkup peradilan umum serta militer dalam praktek hukum
seharusnya diselesaikan melalui peradilan koneksitas. Politik hukum
dalam perkara koneksitas melibatkan beberapa perubahan hukum baru,
pergantian dari peraturan lama menjadi aturan baru yang berhubungan
dengan perkara koneksitas. Di Indonesia pengaturan tentang perkara
koneksitas mengalami beberapa perubahan dalam kedudukannya yaitu
perubahan fungsi antara TNI dan POLRI sebagaimana diatur dalam
Ketetapan MPR RI tahun 2000. Selain itu, politik hukum perkara
koneksitas juga diatur dalam RUU KUHAP, namun hanya mengatur
tentang tindak pidana tambahan bagi personil militer yang
melaksanakan tindak pidana yang merugikan kepentingan sipil/umum
dalam perkara koneksitas, selain itu tetap tunduk pada undang-undang
militer. Ada beberapa usulan terkait pembentukan JAMPIDMIL
dalam perkara koneksitas pada tahun 2020, namun hingga sekarang

belum terealisasi.
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UU Kejaksaan dan UU Hukum Militer mengatur kepentingan
peradilan sipil dan militer, dan JAMPIDMIL mengoordinasikan
pelaksanaannya. Penuntutan tindak pidana merupakan satu-satunya
bidang di mana kedua lembaga yang bekerja sama itu saling

berhubungan (konektivitas).

B. Saran

1. Kesulitan menentukan titik berat kerugian yang ditimbulkan dalam
perkara koneksitas menjadi salah satu penyebab perkara koneksitas
diadili secara terpisah (sp/i¢). Namun hal itu melanggar aturan yang
ditetapkan dalam KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman maupun UU
Peradilan Militer, seperti hal yang terjadi dalam putusan Putusan
Pengadilan Militer No. 70-K/PM III-18/AD/X/2021 dan Putusan PN
No. 99/PID.SUS/2021/PN SML. Penyelesaian perkara konektivitas
yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bisa dilakukan,
misalnya dengan menetapkan pedoman penanganan perkara yang jelas
dan tegas berdasarkan jenis kerugian yang dialami, baik kerugian
militer maupun kerugian umum/sipil. Hal ini juga memerlukan
sosialisasi terbuka dan terus-menerus baik di lingkungan peradilan
militer maupun peradilan umum supaya segera bisa direalisasikan dan

bukan hanya wacana saja karena apabila tidak terlaksana, maka akan
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menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perkara koneksitas di
Indonesia.

Politik hukum di Indonesia yang turut mempengaruhi penyelesaian
perkara koneksitas tidak boleh hanya berhenti pada pembaruan hukum
yang berkaitan dengan perkara koneksitas saja, namun harus diikuti
dengan pembaruan komitmen dari para Aparat Penegak Hukum di
Indonesia sebagai pelaksana supaya dengan demikian penyelesaian
perkara koneksitas bisa berjalan sebagaimana aturan hukum yang
berlaku, begitu juga dengan JAMPIDMIL bisa segera terlaksana

dengan semestinya.
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